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KATA PENGANTAR

Buku dengan judul, Kinerja BUMN dan Pertumbuhan Ekonomi: 
Industri Pertanian memegang peranan strategis dan kontekstual dalam 
kondisi stagnasi dan bahkan kontraksi ekonomi sebagai dampak dari 
gejolak ekonomi global dan pandemi Covid-19 saat ini. Pemantapan 
pertumbuhan ekonomi akan ditentukan oleh optimalisasi relokasi 
anggaran dan stimulus ekonomi, peningkatan ekspor dan daya saing 
komoditas pertanian, dan pengembangan substitusi impor produk 
pangan halal Indonesia. Penguatan kedaulatan pangan wilayah 
perbatasan merupakan komplemen strategis dalam mencapai 
pembangunan dan pertumbuhan inklusif nasional. Pada semua aspek 
pembangunan ini, BUMN yang kuat dan berdaya saing akan mampu 
memainkan peran ganda sebagai entitas bisnis dan pelayanan publik.

Buku dengan tema utama pemantapan pertumbuhan ekonomi 
menuju pembangunan dan petumbuhan berkualitas didukung dua 
bagian utama, yaitu (i) problematika aksi korporasi dan peningkatan 
pertumbuhan ekonomi; dan (ii) pengembangan industri pertanian 
berbasis promosi ekspor dan penguatan kedaulatan pangan wilayah 
perbatasan. Buku didukung oleh lima karya tulis ilmiah dengan 
sekuensi dan konektivitas yang baik dan sejalan dengan sub-tema dan 
tema utama dari buku ini. Kelima makalah membahas peningkatan 
kinerja BUMN, kebijakan mengatasi stagnasi pertumbuhan ekonomi 
nasional, strategi peningkatan ekspor dan daya saing komoditas 
pertanian, penguatan kedaulatan pangan, dan pengembangan produk 
pangan halal Indonesia. Optimalisasi dan harmoni kelima aspek ini 
diharapkan mampu merealisasikan pembangunan pertumbuhan 
ekonomi berkualitas.
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Pada kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan apresiasi 
dan terima kasih kepada peneliti yang telah menunjukkan dedikasinya 
dan memberikan kontribusi pemikiran yang inovatif sehingga dapat 
dirumuskan strategi dan kebijakan pembangunan dan pertumbuhan 
ekononi berkualitas pada tingkat wilayah dan agregat nasional. 
Kepada Prof. Dr. I Wayan Rusastra, APU dari Forum Komunikasi 
Profesor Riset (FKPR) Kementerian Pertanian disampaikan terima 
kasih atas upayanya membangun struktur dan perbaikan editorial, 
sehingga buku ini layak diterbitkan dan disimak pembaca. Kita semua 
berharap invensi dan inovasi kebijakan yang disarankan bermanfaat 
dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan inklusif melalui 
dukungan BUMN dalam pengembangan industri pertanian dan 
penguatan kedaulatan pangan.

 Jakarta, 20 Oktober 2020
Kepala Pusat Penelitian-BK DPR-RI,

 Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.
 NIP: 19711117 199803 1 004
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PROLOG

KINERJA BUMN DAN PERTUMBUHAN 
EKONOMI: JUSTIFIKASI PROMOSI EKSPOR 
KOMODITAS PERTANIAN DAN PENGUATAN 

KEDAULATAN PANGAN

Prof. Dr. I Wayan Rusastra, APU

Buku dengan judul, Kinerja BUMN dan Pertumbuhan Ekonomi: 
Industri Pertanian terdiri atas dua bagian berikut aspek strategis 
pendukungnya. Pertama, problematika aksi korporasi dan peningkatan 
pertumbuhan ekonomi yang membahas peningkatan kinerja BUMN, 
dan kebijakan makroekonomi serta program pemulihan ekonomi 
nasional. Kedua, pengembangan industri pertanian melalui upaya 
promosi ekspor, pengembangan, penguatan kedaulatan pangan, dan 
pengembangan industri makanan dan minuman halal Indonesia.

Problematika Aksi Korporasi dan Peningkatan Pertumbuhan 
Ekonomi

Pembangunan BUMN yang kuat, maju, mandiri, dan berdaya 
saing memegang peran strategis dalam mendorong pertumbuhan 
ekonomi berkualitas. BUMN mencakup 114 perusahaan dengan 
nilai aset sekitar Rp8,0 ribu triliun (Desember, 2019) perlu dikelola 
secara optimal sebagai pelaku ekonomi untuk mendukung sistem 
perekonomian nasional berbasis kesejahteraan (welfare state). 
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Beberapa permasalahan yang dihadapi BUMN, di antaranya adalah (a) 
pertumbuhan cabang usaha yang diduga kuat berdampak terhadap 
inefisiensi usaha; (b) sinergi antar-BUMN yang berpotensi sebagai 
kartel dan mengesampingkan aspek transparansi; (c) mekanisme 
BUMN holding yang membutuhkan payung hukum dalam perspektif 
membangun integrasi hulu-hilir yang efektif dan efisien; dan (d) 
kinerja direksi yang dinilai belum optimal dalam pengambilan 
keputusan strategis pada momentum yang tepat sehingga berdampak 
terhadap keberlanjutan pengelolaan korporasi. Problematika aksi 
korporasi tersebut perlu diupayakan solusinya untuk peningkatan 
kinerja BUMN.

Pertumbuhan ekonomi nasional tidak dapat dilepaskan dari 
pasang-surut perkembangan investasi di tanah air. Dinamika 
pertumbuhan ekonomi dan investasi sangat diwarnai oleh dinamika 
faktor eksternal seperti gejolak ekonomi global dan yang terakhir 
adalah pandemi Covid-19. Dalam pelaksanaan RPJM tahun 2015-
2019 tantangan besar yang dihadapi di tingkat global di antaranya 
imbas krisis utang Yunani, Brexit, dan perang dagang Tiongkok-
Amerika Serikat. Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi 
nasional stagnan pada kisaran 5,0 persen, jauh di bawah rancangan 
awal yang ditetapkan sebesar 7,0 persen per tahun. Pada dasarnya 
stagnasi perekonomian ini disebabkan oleh faktor utama rendahnya 
tingkat produktivitas seiring dengan tidak berjalannya transformasi 
struktural perekonomian nasional. Pada awal Maret 2020, Indonesia 
menghadapi tantangan global pandemi Covid-19, dan pandemi ini 
ditetapkan pemerintah sebagai bencana nasional. Menteri Keuangan 
memprediksi pertumbuhan ekonomi nasional mengalami penurunan 
menjadi 2,3 persen, dan bahkan dapat mengalami pertumbuhan 
negatif 0,4 persen, jika pandemi Covid-19 belum dapat dikendalikan 
sampai akhir tahun 2020.
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Pengembangan Ekspor Komoditas Pertanian dan Penguatan 
Kedaulatan Pangan

Pembangunan industri pertanian memegang peranan penting 
dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil 
pembangunan. Dalam konteks ini strategi peningkatan ekspor dan 
daya saing komoditas pertanian, pengembangan industri makanan 
dan minuman, dan penguatan kedaulatan pangan memegang peranan 
strategis. Peningkatan ekspor dan pengembangan industri makanan 
dan minuman diharapkan berkontribusi terhadap pertumbuhan 
ekonomi melalui perolehan devisa, sementara industri makanan dan 
minuman halal UMKM dan pengembangan pertanian wilayah T-3 
(terdepan, terluar, terpinggirkan) akan mendorong pemerataan hasil 
pembangunan.

Indonesia saat ini membutuhkan sumber-sumber pertumbuhan 
ekonomi, sehingga gerakan tiga kali lipat ekspor (Gratieks) dan 
peningkatan daya saing ekspor komoditas pertanian dinilai sangat 
strategis. Gratieks dalam lima tahun ke depan (2019-2024) dengan 
target kenaikan produksi komoditas utama pertanian 7,0 persen per 
tahun dan kontribusi ekspor 7,5 persen terhadap ekspor nonmigas 
(setara Rp1.800 triliun) menghadapi tantangan internal dan eksternal 
yang cukup berat. Tantangan tersebut mencakup pencapaian target 
swasembada pangan, pemenuhan bahan baku industri pangan dalam 
negeri, konversi dan degradasi sumber daya lahan, serta upaya 
peningkatan daya saing ekspor komodits pertanian. Gratieks sebagai 
penghela pertumbuhan ekknomi nasioal menjadi semakin penting 
mengingat pendemi Covid-19 akan memberi tekanan terhadap 
pertumbuhan pertanian nasional dan permintaan ekspor secara 
global.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 
dinyatakan bahwa persoalan pangan ditujukan untuk mencapai 
kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan 
secara simultan. Kedaulatan pangan diharapkan mampu mengatasi 
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permasalahan dasar tentang pangan, seperti gizi buruk, kelaparan, 
dan rawan pangan. Pembangunan pertanian di wilayah perbatasan 
diharapkan mampu mengatasi ketiga permasalahan pangan, yaitu 
kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan. Pembangunan 
wilayah perbatasan dihadapkan pada sejumlah permasalahan yang 
cukup kompleks di antaranya terkait perencanaan pembangunan, 
keterbatasan kondisi sosial ekonomi masyarakat, kelemahan 
dalam penegakan hukum, dan eksistensi kelembagaan terkait 
dengan sinkronisasi pengelolaan kawasan perbatasan. Dalam 
perspektif mengatasi permasalahan yang kompeks ini pemerintah 
menetapkan kebijakan pembangunan pangan melalui “Lumbung 
Pangan Berorientasi Ekspor di Wilayah Perbatasan” (LPBE-WP) di 
lima provinsi perbatasan Indonesia. Kebjakan ini pada dasarnya 
merupakan kegiatan pertanian terpadu berbasis wilayah dan 
pengembangan kawasan yang bersentuhan dengan berbagai aspek 
dan sektor pembangunan. Pengembangan LPBE-WP diharapkan 
dapat mengakomodasi keragaman jenis pangan sebagai prioritas, 
konsep pemenuhan kebutuhan pangan berbasis sumber daya lokal, 
mengurangi ketergantungan terhadap komoditas beras, dan dapat 
mengatasi kerentanan terhadap kerawanan pangan.

Pada tataran global pasar industri pangan halal mencapai USD2,2 
triliun (tahun 2018) dan diperkirakan akan mencapai USD3,2 triliun 
pada tahun 2024. Indonesia memiliki potensi untuk menjadi sentra 
halal dunia, di mana pada tahun 2019 menempati peringkat ke-5 dunia, 
sementara tahun sebelumnya hanya menempati peringkat ke-10. 
Salah satu sektor produk halal yang berkembang pesat adalah industri 
makanan dan minuman halal.  Konsumsi makanan dan minuman 
halal penduduk muslim dunia diprediksi akan meningkat dari 5,1 
persen (tahun 2019) menjadi 6,3 persen (tahun 2024) yaitu mencapai 
USD1,97 triliun. Produsen dan eksportir makanan halal terbesar 
dunia adalah Brazilia dan Australia (negara nonmuslim), sementara 
Indonesia merupakan negara pengimpor pangan halal terbesar ke-4 
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dunia. Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar 
dunia memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan 
produk makanan dan minuman halal dunia untuk substitusi impor 
maupun promosi ekspor dalam perspektif penghematan devisa dan 
mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Tujuan dan Sasaran 

Berdasarkan pada latar belakang tersebut maka tujuan dari 
penulisan buku ini adalah (a) menganalisis problematika aksi korporasi 
dan peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui perumusan 
strategi peningkatan kinerja BUMN, serta perumusan kebijakan 
makroekonomi dan program pemulihan ekonomi nasional dan (b) 
menganalisis kinerja ekspor dan daya saing komoditas pertanian 
Indonesia, penguatan kedauatan pangan wilayah perbatasan, dan 
pengembangan industri makanan dan minuman halal sebagai produk 
substitusi impor dan potensinya untuk memenuhi pasar produk halal 
dunia. Sasarannya adalah untuk menggalang dukungan berbagai 
pihak, khususnya BUMN bersama-sama dengan UMKM, dalam 
mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 
melalui pengembangan komoditas ekspor dan substitusi impor serta 
penguatan kedaulatan pangan, khususnya di wilayah perbatasan.

Jakarta, 20 Oktober 2020
Editor
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EPILOG

KINERJA BUMN DAN PERTUMBUHAN 
EKONOMI: PERSPEKTIF PROMOSI EKSPOR 
KOMODITAS PERTANIAN DAN PENGUATAN 

KEDAULATAN PANGAN

Prof. Dr. I Wayan Rusastra, APU

Buku ini mengusung tema utama pemantapan pertumbuhan 
ekonomi berkualitas melalui peningkatan kinerja BUMN dalam 
peningkatan ekspor komoditas pertanian dan penguatan kedaulatan 
pangan. Terdapat dua sasaran pokok yang hendak dicapai, yaitu: 
(a) Merumuskan strategi peningkatan kinerja BUMN dan perspektif 
kebijakan makroekonomi dan program pemulihan ekonomi nasional; 
dan (b) Menganalisis pengembangan industri pertanian terkait dengan 
peningkatan ekspor komoditas pertanian, penguatan kedaulatan 
pangan, dan pengembangan industri makanan dan minuman halal 
Indonesia.

Problematika Aksi Korporasi dan Peningkatan Pertumbuhan 
Ekonomi

Dalam makalahnya berjudul, “Problematika Aksi Korporasi 
dan Strategi Peningkatan Kinerja Badan Usaha Milik Negara” 
Rafika Sari menyatakan bahwa BUMN hadir dengan fungsi ganda 
sebagai pelayanan publik dan fungsi komersial sebagai bentuk 
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campurtangan pemerintah dalam sistem perkonomian. Ke depan, 
di tengah problematika yang dihadapi, kinerja BUMN diharapkan 
mampu meningkatkan efisiensi, menampilkan transparansi tatakelola 
perusahaan, mekanisme kerja berbasis regulasi, dan mampu menjaga 
keberlanjutan korporasi. BUMN dengan potensi dan kapasitas 
serta pengalaman yang mumpuni diharapkan berkontribusi nyata 
dalam pengembangan ekonomi domestik dan ekspor. Dalam hal 
ini berperan dalam peningkatan ekspor dan daya saing komoditas 
pertanian, peningkatan ketahanan dan kedaulatan pangan di wilayah 
perbatasan, dan dalam pengembangan industri makanan dan 
minuman halal indonesia. Kontribusi nyata BUMN ini diharapkan 
memberikan kontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi 
dan pengembangan ekonomi wilayah perbatasan dalam perspektif 
pembangunan dan pertumbuhan inklusif.

Mandala Harefa dalam makalahnya “Dinamika Pertumbuhan 
Ekonomi: Kebijakan Makroekonomi dan Program Pemulihan Ekonomi 
Nasional” menyatakan dalam lima tahun terakhir (tahun 2015-2019) 
terjadi stagnasi pertumbuhan ekonomi nasional (sekitar 5,0 persen 
per tahun), karena dampak faktor eksternal perekonomian dunia, di 
samping tidak optimalnya proses transformasi struktural perekonomian 
nasional. Selanjutnya sejak awal tahun 2020 perekonomian global 
dan Indonesia dihadapkan pada tantangan pandemi Covid-19 yang 
berdampak pertumbuhan ekonomi dan ketidakpastian pemulihannya. 
Penanggulangan Covid-19 dalam bentuk PSBB (Pembatasan Sosial 
Berskala Besar) berdampak luas terhadap kesempatan berusaha dan 
kesempatan kerja, sehingga memberikan pukulan terhadap stagnasi 
pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan responsif yang dilakukan 
pemerintah adalah memberikan stimulus ekonomi dan jaring 
pengaman sosial untuk mencegah lebih jauh kemerosotan kegiatan 
usaha, kesempatan kerja, dan daya beli masyarakat. Bank Indonesia 
melanjutkan pelonggaran likuiditas untuk membantu pemulihan 
ekonomi sektor UMKM dan dunia usaha. Kebijakan realokasi anggaran 
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untuk kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi 
nasional diharapkan secara bertahap dapat memperbaiki pondasi 
ekonomi 2021-2024. Pada tahun 2021, pemerintah dan jajarannya 
(termasuk BUMN) diharapkan memfokuskan pembangunan industri 
pertanian dan ketahanan pangan, tanpa mengabaikan sektor lainnya 
dalam perspektif menjadi sumber pertumbuhan perekonomian 
nasional di era new normal.

Pengembangan Ekspor Komoditas Pertanian dan Penguatan 
Kedaulatan Pangan

Dalam makalahnya, “Strategi Gratieks (Gerakan Tiga Kaki 
Lipat Ekspor) dan Daya Saing Komoditas Pertanian Indonesia”, 
Iwan Hermawan mengemukakan bahwa dalam 20 tahun terakhir 
perkembangan ekspor komoditas sektor pertanian bersifat positif. 
Perkembangan positif ini tidak sejalan dengan perkembangan daya 
saingnya, terutama di pasar ekspor tradisional. Pasar Tiongkok 
merupakan salah satu pasar potensial ekspor sektor pertanian 
Indonesia. Gratieks menempatkan sektor pertanian secara agregat 
berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 11,55 
persen. Dalam perspektif peningkatan daya saing dibutuhkan 
peningkatan produktivitas dengan tetap memperhatikan standar 
produk yang dipersyaratkan oleh negara mitra dagang. Diversifikasi 
pasar tujuan ekspor masih sangat terbuka untuk dijajagi melalui acara 
dagang, kegiatan promosi, dan penguatan peran atase perdagangan.

Burhanudin Mukhamad Faturahman dalam makalahnya, 
“Penguatan Kedaulatan Pangan Wilayah Perbatasan: Menuju Nilai 
Demokratis Hak Atas Pangan” mengemukakan bahwa nilai demokratis 
hak atas pangan direfleksikan oleh sistem pangan lokal berdasarkan 
prinsip kedaulatan pangan yang megedepankan prinsip lokalitas 
pengembangan pangan oleh pemerintah daerah dan masyarakat 
setempat. Fakta empiris lapangan menunjukkan ketersediaan 
pangan wilayah perbatasan terfokus pada pangan nasional dengan 
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mengabaikan keberagaman pangan dan hak pangan lokal yang 
umum dikonsumsi masyarakat lokal. Tatakelola pembangunan 
pertanian lebih fokus pada upaya peningkatan produktivitas dan 
belum mengedepankan perbaikan pendapatan rumah tangga petani. 
Dinyatakan bahwa kebijakan pangan di era demokrasi membutuhkan 
forum publik secara terbuka dalam pengambilan keputusan hak atas 
pangan lokal oleh masyarakat. Dalam implementasinya UU Pangan 
agar diselaraskan dengan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam 
pengembangan kedaulatan pangan, khususnya di wilayah perbatasan.

Dalam makalahnya, “Pengembangan Potensi Industri Makanan 
dan Minuman Halal Indonesia”, Eka Budiyanti menyampaikan 
informasi bahwa Indonesia memiliki peluang yang sangat besar 
menguasai industri makanan dan minuman halal dunia. Potensi yang 
sangat besar ini membutuhkan optimalisasi dalam pengembangannya. 
Arah pengembangannya khususnya diarahkan untuk penghematan 
devisa melalui peningkatan produk makanan dan minuman substitusi 
impor, mengingat Indonesia adalah importir makanan minuman halal 
ke-4 terbesar dunia. Dalam jangka panjang dapat dikembangkan 
dengan orientasi pasar ekspor, mengingat potensi pengembangan 
produksi dan kelembagaan dalam negeri yang mendukung dalam 
pengembangannya. Dalam konteks ini dibutuhkan sinergi antara 
pemerintah, perbankan, LPPOM-MUI, dan pengusaha dalam 
mendukung pengembangan potensi industri makanan dan minuman 
halal di tanah air.

Saran Tindak Lanjut

Dalam perspektif mengatasi stagnasi dan pemantapan 
pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui strategi penghematan 
devisa dan promosi ekspor, serta penguatan kedaulatan pangan, 
beberap pemikiran ke depan yang perlu dipertimbangkan adalah:
(1)		Optimalisasi upaya peningkatan kinerja BUMN melalui peningkatan 

efisiensi, transparansi tatakelola perusahaan, restrukturisasi 
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perusahaan melalui pembentukan hoding company, dan 
pemantapan kinerja manajemen menuju keberlanjutan korporasi;

(2)		Optimalisasi target dan efektivitas stimulus ekonomi dan jaring 
pengaman sosial dengan sasaran keberlanjutan berusaha dan 
kesempatan kerja serta mempertahankan daya beli masyarakat;

(3)		Gratieks terbukti secara empirik berdampak positif terhadap 
pertumbuhan ekonomi, namun dalam implementasinya masih 
membutuhkan kebijakan yang lebih detail dan aplikatif, di samping 
koordinasi dan kolaborasi lintas-sektor dalam peningkatan daya 
saing dan perluasan pasar;

(4)		Reorientasi pembangunan pangan wilayah perbatasan menuju 
prinsip dasar kedaulatan pangan yang mengedepankan pangan 
untuk rakyat, kontrol pangan secara lokal, pengembangan 
pengetahuan dan kearifan lokal, dan fasilitasi forum terbuka dalam 
perumusan kebijakan secara demokratis; dan

(5)		Optimalisasi dan harmonisasi upaya pengembangan industri 
makanan dan minuman halal Indonesia dengan mempertimbangkan 
sedikitnya lima aspek strategis, yaitu mempermudah mendapatkan 
sertifikat halal, integrasi dengan produsen melalui pengembangan 
rantai nilai produk pangan halal, digitalisasi industri untuk 
peningkatan daya saing dan pengembangan industri makanan dan 
minuman halal berorientasi ekspor.

Penutup

Peningkatan kinerja BUMN tidak bisa diepaskan keterkaitannya 
dengan pertumbuhan ekonomi, pengembangan industri makanan 
dan minuman untuk substitusi impor dan promosi ekspor, penguatan 
ketahanan dan kedaulatan pangan. BUMN memiliki fungsi ganda 
sebagai entitas bisnis dan pelayanan sehingga berperan strategis 
dalam pembangunan dan pertumbuhan inklusif. Peningkatan 
pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari upaya pemantapan 
proses transformasi struktural perekonomian, optimalisasi stimulus 
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ekonomi, pengembangan ekspor dan daya saing komoditas pertanian, 
dan pengelolaan industri makanan dan minuman halal di dalam negeri.

Penguatan kedaulatan pangan wilayah sebagai instrumen strategis 
pemerataan pembangunan daam implementasinya membutuhkan 
reorientasi pembangunan pertanian berbasis komunitas sehingga 
lebih relevan dan kontektual dengan kebutuhan daerah dan 
masyarakat lokal. Jadi optimalisasi pengembangan industri pertanian 
(promosi ekspor, substitusi impor, dan penguatan kedaulatan pangan) 
didukung oleh BUMN yang kuat dan berdaya saing diharapkan mampu 
mencapai pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berkualitas.

Jakarta, 20 Oktober 2020

Editor
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